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ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana proses pengelolaan
dana Desa dan bagaimana penerapan prinsip
akuntabilitas dalam pengelolaan dana Desa.
Dengan menggunakan metode peneltian yuridis
normatif, disimpulkan: 1. Proses pengelolaan
dana desa adalah rangkaian kegiatan untuk
memperoleh kepastian hukum dalam fungsi
saling mengawasi antar perangkat desa yang
melibatkan Kepala Desa, Aparatur Desa, dan
Badan Permusyawaratan Desa kemudian
Pengelolaan keuangan desa dimulai dari
perencanaan. Pertama kali diadakan
musyawarah desa yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk
membahas hal-hal yang sifatnya strategis sesuai
(Pasal 54 UU Desa). Kemudian, hasil
musyawarah  desa  berupa perencanaan
pembangunan desa ditindak lanjuti dengan
musyawarah pembangunan perencanaan desa
(musrenbangdes) yang diselenggarakan Kepala
Desa dan perangkatnya. Musrenbangdes inilah
yang membahas mengenai Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa
(selanjutnya disebut RPJMDes) tiap enam Tahun
sekali dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDes) serta APBDes tiap setahun sekali. 2.
Penerapan  Prinsip  Akuntabilitas  dalam
pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa
telah diterapkan secara langsung dalam
pelaksanaan pemerintahan desa yang
dijalankan oleh Kepala Desa beserta perangkat
desa dengan cara Menyampaikan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap
akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota,
Menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan
kepada Bupati/Walikota, Memberikan laporan
keterangan penyelenggaraan pemerintahan
secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan
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Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
Memberikan dan/atau menyebarkan informasi
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis
kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun
anggaran.

Kata kunci: Tinjauan VYuridis, Pengelolaaan,
Akuntabilitas, Dana Desa

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penulisan

Penerapan asas Desentralisasi di Indonesia
ditandai dengan diimplementasikannya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa yang kemudian menjadi perbincangan
banyak kalangan khususnya dalam pengelolaan
keuangan desa, yang di dalamnya terdapat
pengelolaan sumber daya desa. Pengelolaan
dana desa yang diatur dalam Undang-Undang
Desa memacu kesiapan kepala desa dalam
pelaksanaannya. Berbagai alasan dan faktor
disampaikan oleh masyarakat terkait dengan
kesiapan kepala desa dan aparatur desa,
infrastruktur desa serta kepemimpinan kepala
desa.

Undang-Undang Desa memberikan
kewenangan secara otonom kepada pemerintah
desa dalam mengelola dan mengembangkan
desanya. Masyarakat desa lebih sejahtera
dengan berbagai program pemberdayaan dan
pengelolaan sumber daya desa. Pemerintah
desa dapat melakukan pola peningkatan
ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes), mengatur Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) serta melakukan
berbagai pembangunan infrastruktur yang
dapat menunjang peningkatan ekonomi desa.
Dari desa membangun negeri menjadi
terwujud.

Dikucurkannya dana desa sejumlah 1 Miliyar
- 1,4 Miliyar yang bersuber dari APBN
(Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara)
memberikan angin segar bagi Pemerintah Desa
untuk lebih maksimal dalam mengelola potensi
desa dan mengembangkannya menjadi desa
yang mandiri, berdaya guna dan berdaya saing
tinggi mengingat Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) sudah berlangsung. Ekonomi desa
menjadi harapan pemerintah untuk menjadi
hilir dari pembangunan ekonomi pusat. Namun
demikian, yang menjadi pertanyaan adalah
bagaimana pemerintah desa melakukan
pencegahan terhadap tindak pidana korupsi
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dalam pengelolaan sumber daya alam desa?
Baik dalam pengambilan kebijakan,
pengalokasian anggaran, maupun dalam
pelaksanaan kebijakan. Sehingga ketakutan
sebagian kalangan terhadap pelaksanaan
Undang-Undang Desa, terutama dalam
pengelolaan sumber daya desa dapat berjalan
dengan baik dan terhindar dari tindak pidana
korupsi. Pencegahan terhadap tindak pidana
korupsi harus terus dilakukan, sampai ke level
pemerintahan yang paling rendah. Sehingga
terwujudnya ekonomi masyarakat desa yang
meningkat dan tatanan pemerintahan yang baik
dapat terwujud. Secara otomatis reformasi
birokrasi dan good government berjalan paralel
berdasarkan  fungsi dan  kebutuhannya.
Membangun negeri desa untuk kesejahteraan
dan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.’

Selanjutnya Berdasarkan pasal 75 ayat (1)
Undangan-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dikatakan
bahwa Kepala Desa adalah pemegang
kekeuasaan pengeloaan Keuangan Desa. Berarti
disetiap pergantian Kepala Desa setelah masa
jabatannya habis dan terpilihnya Kepala Desa
yang lain atau baru maka Kepala Desa memiliki
hak untuk mengganti struktur pemerintahanya
untuk menunjang pekerjaanya dalam
pemerintahan Desa sebagai Kepala Desa. Ini
sesuai dengan apa yang diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26
ayat 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 tentang Pengeloaan Keuangan
Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa adalah
pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan
Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam
kepemilikan kekayaan milik Desa vyang
dipisahkan.

Dalam perkembangannya, program
pemerintah tentang dana desa ini menghadapi
persoalan yang rumit baik dari sisi teknis
pengelolaannya maupun akuntabilitas
penggunaan dana desa. sehingga sangat
beralasan bagi penulis untuk mengangkat
penulisan skripsi ini dalam pendekatan

> Hayat Mar’atur Makhmudah, Pencegahan Terhadap
Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa : Kajian Politik
kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam
Desa, Yustisia Edisi 95 Mei-Agustus 2016. him 74-75.
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akademik Yang berjudul Tinjauan VYuridis
Pengelolaan dan Akuntabilitas Dana Desa.

B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana Proses Pengelolaan Dana
Desa?
2. Bagaimana Penerapan Prinsip
Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana
Desa?

C. Metode Peneltian

Penelitian hukum normatif atau penelitian
kepustakaan yang mengkaji studi dokumen,
yakni menggunakan berbagai bahan hukum
primer dan data sekunder seperti peraturan
perundang-undangan, keputusan pengadilan,
teori hukum, dan dapat berupa pendapat para
sarjana.  Penelitian  jenis  normatif ini
menggunakan analisis kualitatif yakni dengan
menjelaskan data-data yang ada dengan kata-
kata atau pernyataan bukan dengan angka-
angka.®

PEMBAHASAN
A. Proses Pengelolaan Dana Desa

Keuangan desa diatur dalam Pasal 71-75 UU
Desa. Pasal 71 ayat (1), dinyatakan bahwa
“keuangan desa adalah semua hak dan
kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang
serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban desa.” Selanjutnya, pengaturan
mengenai keuangan desa dan hal lain yang
terkait dengannya dijabarkan lebih lanjut dalam
berbagai peraturan, di antaranya:’

1. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa;

2. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah
dirubah dengan PP No. 22 Tahun 2015
dan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari APBN;

3. PP No. 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas PPNo. 43 Tahun 2014;

4. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6 https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-

normatif-adalah/.

’Siti Khoiriah, Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa , Jurnal Masalah -
Masalah Hukum, Jilid 46 No. 1, Januari 2017, him 26.
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5. Permenkeu No.241/PMK.07/2014
tentang Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah
dan Dana Desa;

6. Permenkeu No. 250/PMK.07/-2014
tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah
dan Dana Desa;

7. Permenkeu No0.93/PMK.07/2015 tentang
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi
Dana Desa sebagaimana telah diganti
dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 49/ PMK 0.7/2016 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi
Dana Desa, dan

8. Permendes PDTT No. 5 Tahun 2015
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
dalam pengelolaan keuangan desa 2017
sebagaimana telah dirubah dengan
Permendes PDTT Nomor. 22 Tahun 2016
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
2017 dimana dalam  Permendesa
tersebut disebutkan secara rinci tentang
program/kegiatan yang dapat didanai
oleh Alokasi Dana Desa yang bersumber
dari APBN dengan 2 pengelompokan
besar yaitu dibidang Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pengelolaan keuangan desa dimulai dari

perencanaan. Pertama kali diadakan
musyawarah desa yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk
membahas hal-hal yang sifatnya strategis (Pasal
54 UU Desa). Kemudian, hasil musyawarah desa
berupa perencanaan pembangunan desa
ditindak lanjuti dengan musyawarah
pembangunan perencanaan desa
(musrenbangdes) yang diselenggarakan kepala
desa dan perangkatnya. Musrenbangdes inilah
yang membahas mengenai Rencana
Pembangunan Jangka  Menengah  Desa
(selanjutnya disebut RPJMDes) tiap enam Tahun
sekali dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDes) serta APBDes tiap setahun sekali.?

Pengunaan Dana Desa Penetapan prioritas
penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan
Tata Kelola Desa yang Demokratis. Karenanya,
penetapan prioritas penggunaan Dana Desa
akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif
dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa

81bid., him 26-27.

dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh
masyarakat Desa berhasil menghadirkan Tata
Kelola yang Demokratis. Berdasarkan
ketentuan, penggunaan Dana Desa
dilaksanakan sebagai berikut:

a) Kepala Desa bertanggungjawab atas
penggunaan Dana Desa;™

b) Pengunaan Dana Desa diprioritaskan
untuk membiayai pembagunan dan
pemberdayaan masyarakat;"

c) Pengunaan Dana Desa mengacu pada
prioritas penggunaan Dana Desa yang
ditetapkan oleh Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi dan dituangkan dalam
Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa
dilengkapi dengan pedoman umum
pelaksanaan penggunaan Dana Desa;™

d) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari
Dana Desa berpedoman pada pedoman
teknis yang ditetapkan oleh
bupati/wakikota mengenai kegiatan yang
dibiayai dari Dana Desa;™

e) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari
Dana Desa diutamakan dilakukan secara
swakelola dengan menggunakan sumber
daya/bahan baku lokal, dan diupayakan
dengan lebih banyak menyerap tenaga
kerja dari masyarakat Desa setempat;**

f) Dana Desa dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan yang tidak termasuk
dalam prioritas.”

Pasal 1 huruf 1 Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah  tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2017 menyebutkan bahwa, “Dana Desa
adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara vyang
diperuntukkan bagi Desa vyang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat”. Sebagaimana
kita tahu sebelumnya bahwa Dana Desa

Permendes nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

pMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 24 ayat (1)
pMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 21 ayat (1)
2pMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 21 ayat (2)
BPMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 22 ayat (1)
“PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 22 ayat (2)
BPMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 23 ayat (1)
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termasuk dalam bagian dari pendapatan desa
dalam kelompok transfer, maka termasuk dalam
APB Desa. Pengelolaan Dana Desa harus
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prisip,
diantaranya keadilan, kebutuhan prioritas,
kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan
berbasis sumber daya Desa, serta tipologi desa.
Adapun prioritas penggunaan dana desa
digunakan untuk membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang pembangunan
Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dan
untuk membiayai pelaksanaan program dan
kegiatan yang bersifat lintas bidang. Dalam
pengelolaan keuangan desa terdapat
mekanisme penetapan prioritas penggunaan
dana desa yang merupakan bagian dari
perencanaan pembangunan Desa yang sesuai
dengan kewenangan Desa dengan mengacu
pada perencanaan pembangunan daerah
kabupaten/kota.

B. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam

Pengelolaan Dana Desa

Pengaturan mengenai kewenangan
pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pasal
26 dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa
Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan
pengelolaan Keuangan Desa, namun dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tidak
dilaksanakan sediri oleh Kepala Desa, tetapi
dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Desa
disebutkan bahwa Kepala Desa menguasakan
sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan
bahwa Kepala Desa merupakan pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan  desa. Kepala Desa  dalam
melaksanakan pengelolaan keuangan desa
dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat
PTPKD. PTPKD merupakan unsur dari perangkat
desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala
Seksi, dan Bendahara.

Berdasarkan  ulasan  tersebut  dapat
disimpulkan bahwa Kepala Desa secara atribusi
diberikan kewenangan pengelolaan keuangan
desa yang meliputi didalamnya pengelolaan
dana desa. Kewenangan pengelolaan tersebut
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selanjutnya dilimpahkan kepada perangkat desa
yang ditunjuk untuk turut membantu
melaksanakan pengelolaan keuangan desa
dalam tim PTPKD. Sebagaimana ketentuan
dalam Pasal 72 ayat (5) UU Desa yang mengatur
bahwa pemberian kekuasaan atau kewenangan
oleh Kepala Desa kepada Perangkat Desa yang
ditunjuk hanya sebatas pelimpahan
kewenangan, dengan kata lain yang terjadi
adalah pemberian wewenang secara mandat.
Dengan demikian tanggung jawab wewenang
tetap berada di tangan Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak,
dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala
Desa wajib:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa setiap akhir tahun
anggaran kepada Bupati/Walikota;

2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa pada akhir masa
jabatan kepada Bupati/Walikota;

3. Memberikan laporan keterangan
penyelenggaraan pemerintahan secara
tertulis kepada Badan Permusyawaratan
Desa setiap akhir tahun anggaran; dan

4. Memberikan dan/atau menyebarkan
informasi penyelenggaraan pemerintahan
secara tertulis kepada masyarakat Desa
setiap akhir tahun anggaran.

Terkait dengan perosedur pengelolaan Dana
Desa, istilah prosedur merupakan salah satu
aspek dalam keabsahan (rechmatigheid). Asas
umum prosedur bertumpu atas tiga landasan
utama hukum administrasi, yaitu asas Negara
hukum, asas demokrasi, dan asas instrumental.
Asas Negara hukum berkaitan dengan jaminan
dan perlindungan hak-hak dasar terhadap
kekuasaan  pemerintah. Asas  demokrasi
berkaitan dengan asas keterbukaan dalam
penyelenggaraan pemerintah. Sedangkan asas
instrumental  berkaitan  dengan  efiiensi
(doelmatigheid: daya guna) dan efektifitas
(doeltreffenheid: hasil  guna) prosedur
pemerintahan. Pemerintah dalam
penyelenggaraan prosedur pemerintahan harus
berlandaskan ketiga asas tersebut. Namun
dewasa  ini masih banyak  prosedur
pemerintahan di Indonesia yang belum efektif
dan efisien.'®

philipus M. Hardjon 11, Op.Cit. him. 9.
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Keuangan desa dalam Pasal 1 angka 10
Undang-Undang Desa mengandung arti yaitu
semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa
uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh
rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap
perencanaa, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, hingga pertanggungjawaban yang
dilaksanakan dalam satu tahun anggaran
terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31
Desember. Pengelolaan keuangan desa harus
bersifat transparan, akuntabel, partisipatif, dan
tertib anggaran. Kepala desa adalah pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan
mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan
kekayaan desa yang dipisahkan. Keuangan desa
memiliki tahapan pengelolaan, diantaranya:

1. Perencanaan;

Penganggaran;
Pelaksanaan;
Penatausahaan;

. Pertanggungjawaban.

Perencanaan keuangan desa merupakan
kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan
belanja desa dalam kurun waktu tertentu di
masa yang akan datang. Tahap perencanaan
keuangan desa dimulai dari penyusunan
Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. RKP
Desa adalah penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPIM
Desa) untuk jangka waktu satu tahun.
Pelaksanaan keuangan desa adalah rangkaian
kegiatan untuk melaksanakan rencana anggaran
yang telah ditetapkan APB Desa dalam satu
tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari
hingga 31 Desember. Penatausahaan adalah
pencatatan seluruh transaksi keuangan baik
penerimaan maupun pengeluaran dalam satu
tahun anggaran. Penatausahaan dilakukan oleh
bendahara desa. Bendahara  desawajib
melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap
akhir bulan secara tertib. Bendahara wajib
melakukan pencatatan secara sistematis dan
urut sesuai dengan kronologis transaksi terjadi.
Pelaporan dilakukan untuk menyampaikan hasil
pekerjaan yang telah dilakukan selama satu
periode sebagai bentuk pelaksanaan tanggung
jawab. Pelaporan adalah bentuk evaluasi karena

GoR W

memberikan  informasi  keuangan  serta
menunjukan kinerja yang telah dilakukan
sehingga nantinya akan menjadi bahan
pengambilan keputusan ekonomi.

Pengalokasi dana desa diatur oleh UU
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
dijelaskan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014
sebagai petunjuk pelaksanaan dan teknisnya.
Ada 7 (tujuh) sumber pendapatan desa:"’

1. Pendapatan asli desa, diantaranya adalah
hasil usaha, hasil aset, swadaya dan
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain
pendapatan asli desa;

2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja
negara;

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan
retribusi daerah kabupaten/kota;

4. Alokasi dana desa yang merupakan
bagian dari dana perimbangan vyang
diterima kabupaten/kota;

5. Bantuan keuangan dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah provinsi
dan belanja daerah kabupaten/kota;

6. Hibah dan sumbangan vyang tidak
mengikat dari pihak ketiga; dan

7. Lain-lain pendapat desa yang sah. Alokasi
dana desa paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus) dari dana perimbangan yang
diterima kabupaten/kota dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah setelah
dikurangi dana alokasi khusus."®

Penghitungan dana desa dilakukan dalam
dua tahap: (1) tahap pertama, pemerintah
pusat mengalokasikan dana desa kepada
kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah
desa dan dialokasikan secara berkeadilan
berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi dihitung
berdasarkan formula dengan memperhatikan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.
Dana desa per kabupaten/kota itu ditetapkan
dalam peraturan presiden mengenai rincian
APBN; (2) tahap kedua, berdasarkan alokasi
dana desa kabupaten/kota, kemudian
bupati/walikota akan menghitung dana desa
untuk masing-masing desa dengan perhitungan
yang sama dilakukan pemerintah pusat. Tata
cara penghitungan dan penetapan dana
Penghitungan dana desa dilakukan dalam dua
tahap: (1) tahap pertama, pemerintah pusat

17Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
®Ibid., him 13-14
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mengalokasikan dana desa kepada
kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah
desa dan dialokasikan secara berkeadilan
berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi dihitung
berdasarkan formula dengan memperhatikan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.
Dana desa perkabupaten/kota itu ditetapkan
dalam peraturan presiden mengenai rincian
APBN; (2) tahap kedua, berdasarkan alokasi
dana desa kabupaten/kota, kemudian
bupati/walikota akan menghitung dana desa
untuk masing-masing desa dengan perhitungan
yang sama dilakukan pemerintah pusat. Tata
cara penghitungan dan penetapan dana.*
Alokasi dana desa harus diawasi secara
ketat dari hulu ke hilir, pengawasan sangat
penting sekali dilakukan untuk meminimalkan
penyelewengan dana pengembangan desa.
Selain pengawasan, juga diperlukan sosialisasi
dan pembekalan kepada kepala desa sebagai
pengelola alokasi dana desa. Pemerintah
daerah kabupaten/kota harus mengupgrade
kepala desa. Sosialisasi dan pembekalan sangat
diperlukan  supaya kepala desa dapat
memanfaatkan alokasi dana desa tersebut
menjadi tepat guna. Apabila alokasi dana desa
ini tidak tersosialisasikan secara benar, maka
dikhawatirkan banyak kepala desa vyang
berurusan dengan polisi atau kejaksaan.
Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan
aparatur pemerintah diperlukan agar
pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat
mencapai tujuan dan terukur dari
penyimpangan-penyimpangan.”

Pengawasan pelaksanaaan RPJM Desa dan
RKP Desa serta APB Desa, sebagai wujud
kewenganan berskala lokal Desa dibedakan
menjadi 4 bidang penyelenggaraan
pemerintahan desa, pembangunan desa, dan
pembinaan kemasyarakatan desa, dilakukan
secara bebas dan terbuka oleh siapa saja warga
masyarakat di desa yang bersangkutan, bukan
saja oleh Badan Permusyawaratan Desa.
Masyarakat berhak melakukan pengawasan
secara partisipatif terhadap penggunaan Dana
Desa, antara lain melakukan pengawasan secara
partisipatif terhadap pelaksanaan
Pembangunan Desa dibandingkan dengan isi

“Ibid., him 15-16.
2gaeful Anwar, Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara,
(Jakarta: Glora Madani Press, 2004), him. 127.
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Peraturan Desa vyang telah di terbitkan.
Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi
tentang pelaksanaan kegiatan yang
menggunakan Dana Desa. Badan
Permusyawaratan Desa harus menjamin hak
masyarakat dalam  mengakses informasi
penggunaan Dana Desa, terutama penggunaan
Dana Desa untuk kegiatan pelayanan publik dan
pelayanan sosial dasar di Desa. Jika di pandang

perlu. Badan Permusyawaratan Desa
menyelenggarakan Musyawarah Desa
berdasarkan peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 dengan
melibatkan perwakilan kelompok masyarakat
tersebut  untuk melakukan  pengawasan
strategis.”!

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Pasal 114 (c), melakukan pembinaan
peningkatan kapasitas Kepala Desa dan
perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa,
dan lembaga kemasyarakatan. Hal ini dilakukan
untuk meningkatkan SDM yang ada dalam
pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi memuat kata pencegahan tetapi
tidak mengutarakan lebih lanjut tentang
perbuatan-perbuatan pencegahan tersebut.
Pada hakikatnya tidak dapat disangkal bahwa
tindakan represif mengandung juga preventif
(Prevensi). Arti kata prevensi adalah membuat
hambatan/rintangan agar tidak terjadi tindak
pidana korupsi.”*

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Proses pengelolaan dana desa adalah
rangkaian kegiatan untuk memperoleh
kepastian hukum dalam fungsi saling
mengawasi antar perangkat desa yang
melibatkan Kepala Desa, Aparatur Desa,
dan Badan Permusyawaratan Desa
kemudian Pengelolaan keuangan desa
dimulai dari perencanaan. Pertama kali

ZISutoro Eko. Dana Desa untuk Desa Membangun
Indonesia (Tanya Jawab Seputaran Dana Desa. (Jakarta:
Kementria Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia, 2016), him 91.

2| aden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan
Dan Pencegahan, (Bandung: Djambatan, 2001), him 74.
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diadakan  musyawarah desa yang
diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) untuk

membahas hal-hal yang sifatnya strategis
sesuai (Pasal 54 UU Desa). Kemudian,

hasil musyawarah desa berupa
perencanaan pembangunan desa
ditindak lanjuti dengan musyawarah
pembangunan perencanaan desa

(musrenbangdes) yang diselenggarakan
Kepala Desa dan perangkatnya.
Musrenbangdes inilah yang membahas
mengenai Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (selanjutnya disebut
RPJMDes) tiap enam Tahun sekali dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
serta APBDes tiap setahun sekali.
Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam
pertanggungjawaban pengelolaan Dana
Desa telah diterapkan secara langsung
dalam pelaksanaan pemerintahan desa
yang dijalankan oleh Kepala Desa beserta
perangkat desa dengan cara
Menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa setiap akhir tahun
anggaran kepada Bupati/Walikota,
Menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa pada akhir masa
jabatan kepada Bupati/Walikota,
Memberikan laporan keterangan
penyelenggaraan pemerintahan secara
tertulis kepada Badan Permusyawaratan
Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
Memberikan dan/atau menyebarkan
informasi penyelenggaraan pemerintahan
secara tertulis kepada masyarakat Desa
setiap akhir tahun anggaran.

B. Saran
1. Dalam pengelolaan Dana Desa sebaiknya

melibatkan unsur pengawasan dari
Aparat Penegak Hukum (APH) vaitu
Kepolisian dan Kejaksaan guna
meminimalisir terjadinya
penyalahgunaan Dana Desa.

. Penerapan prinsip Akuntabilitas dalam

pertanggungjawaban pengelolaan Dana
Desa seharusnya dapat dipublikasi secara
luas dalam bentuk penyampaian hasil
laporan tahunan yang dapat diakses oleh
masyarakat umum sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dalam pembangunan
Desa
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